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TATA CARA PENGGUNAAN DANA BADAN USAHA
TERLEBIH DAHULU UNTUK PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN BENDUNGAN

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat R.I
Nomor 08/PRT/M/2017, tanggal 26 April 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT.
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk pelaksanaan proyek strategis nasi- |
onal, kementerian perlu menyusun dokumen ren- |

cana kebutuhan beserta anggarannya;

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasi-
onal, pembangunan bendungan merupakan salah
satu proyek strategis nasional sebagaimana di-
maksud dalam huruf a;

bahwa untuk menunjang pelaksanaan pemban-
gunan bendungan sebagaimana dimaksud dalam
huruf b, diperlukan penyediaan pendanaan untuk
pengadaan tanah bagi pembangunan bendungan
oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan Negara melalui
Lembaga Manajemen Aset Negara;

bahwa untuk percepatan pelaksanaan pémban-
gunan bendungan dan terbatasnya ketersediaan
anggaran untuk pembangunan bendungan serta
sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan No-
mor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pen-
danaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis
Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan
Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara,
pelaksanaan pengadaan tanah untuk pemban-
gunan bendungan sebagaimana dimaksud dalam
huruf ¢ dapat menggunakan dana badan usaha
terlebih dabulu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf
d, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara

Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahu-
lu untuk Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
Bendungan;

Mengingat :

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Dae-
rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 92);

Peraturan Presiden Nomar 71 Tahun 2012 ten-
tang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali di- |
ubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat |
atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No-
mor 366);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma-
han Rakyat {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 18);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasi-
onal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 4);

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 ten-
tang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pemban-
gunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No-
mor 267);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Peruma-
han Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Or-
ganisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan
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10.

11.

Umum dan Perumahan Rakyat {(Berita Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) seb-
agaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
05/PRT/M/2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma-
han Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2017 Nomor 466);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peruma-
han Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang
Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2015 Nomor 771);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/
PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Manajemen Aset Negara (Berita Negara .

Republik Indenesia Tahun 2015 Nomor 1875);
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peruma-
han Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Or-
ganisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor B17);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peruma-
han Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pem-
bentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian
Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2016 Nomor 1358); ‘

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.
06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pen-
gadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan
Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh
Lembaga Manajemen Aset Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 325);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PE-
RUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENG-
GUNAAN DANA BADAN USAHA TERLEBIH DAHULU
UNTUK PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
BENDUNGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud

i dengan:

E

&

1.

Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang di- |
laksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strat-
egis untuk peningkatan pertumbuhan dan pem-
erataan pembangunan dalam rangka meningkat-
kan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan
daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepa-
tan Pembangunan Prayek Strategis Nasional atau
Peraturan Presiden tersendiri yang menetapkan
suatu proyek sebagai proyek strategis nasional.

Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan
tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun
selain untuk menahan dan menampung air, dapat
pula dibangun untuk menahan dan menampung
limbah tambang, atau menampung lumpur se-

-hingga terbentuk waduk.

Lembaga Manajemen Aset Negara yang selanjut-
nya disingkat LMAN adalah satuan kerja di ling-
kungan kementerian keuangan yang menyeleng-
garakan tugas melakukan pendanaan pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum dalam rangka pelaksanaan Proyek Strat-
egis Nasional dan melaksanakan tugas dan fungsi
manajemen aset Negara dengan menerapkan pola
pengelolaan keuangan badan layanan umum.
Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker
adalah unit organisasi yang melaksanakan keg-
iatan kementerian yang mempunyai fungsi melak-
sanakan pembangunan bendungan dan memiliki
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggaran.

Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah
yang selanjutnya disebut PPK Pengadaan Tanah
adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang direko-
mendasikan secara tertulis oleh Menteri Peker-
jaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk diang-
kat oleh Menteri Keuangan.

Badan Usaha adalah badan usaha yang berben-
tuk badan usaha milik negara atau badan usaha
swasta yang berbentuk perseroan terbatas yang
telah ditetapkan sebagai pelaksana utama (lead
firm) pembangunan Bendungan.

Menteri adalah Menteri yang menangani urusan '
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan pe-
rumahan rakyat.
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{3)
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Pasal 2
Pembangunan Bendungan dilakukan melalui taha-
pan:
a. persiapan pembangunan;
b. perencanaan pembangunan;
c. pelaksanaan konstruksi; dan

. d. pengisian awal waduk. |
Persiapan pembangunan sebagaimana dimaksud

pada ayat {1} huruf a, meliputi:

a. izin penggunaan sumber daya air; dan

b. persetujuan prinsip pembangunan Bendun-
gan.

Perencanaan pembangunan sebagaimana dimak-

-sud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. studi kelayakan;

b. penyusunan desain; dan

c. studi pengadaan tanah.

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢, dimulai dengan persiapan

. pelaksanaan konstruksi yang meliputi pengadaan

(5)

- ®)

(n

@

(3)

tanah dan mobilisasi sumber daya.
Pengisian awal waduk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ht_jruf d, dilakukan setelah peiak-

sanaan konstruksi Bendungan selesai dibangun

dan dilakukan berdasarkan izin pengisian awal
waduk.

Ketentuan lebih fanjut mengenai pembangunan
Bendungan dilaksanakan sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang-undangan mengenai
Bendungan.

Pasal 3

lalui tahapan:

a. perencanaan;

b. persiapan;

c. pelaksanaan; dan

d. penyerahan hasil.

Tahapan pengadaan tanah sebagaimana dimak-

sud pada ayat {1), dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di-

bidang pengadaan tanah bagi pembangunan un-

tuk kepentingan umum.

Pendanaan pengadaan tanah sebagaimana di-

maksud pada ayat (2), terdiri atas:

a. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum tidak dalam rangka pelak-

PERATURAN FEMERINTAH |

(4)

{5)

(1

(2)

| (1)
Penyelenggaraan pengadaan tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dilakukan me- _

(2)

(3}

sanaan Proyek Strategis Nasional; dan
b. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional.
Pendanaan pengadaan tanah sebagaimana di-
maksud pada ayat (3}, bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja Negara.
Pendanaan pengadaan tanah yang tidak dalam
rangka pelaksanaan proyek strategis nasional se-
bagimana dimaksud pada ayat {3) huruf a, dilaku-

kan sesuai dengan ketentuan peraturan perun- |
dang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi |

pembangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 4

Pendanaan pengadaan tanah yang dalam rang-
ka pelaksanaan proyek strategis nasional seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3} huruf
b, dilakukan cleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dibidang keuangan Negara
melalui LMAN.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemer-
intahan dibidang keuangan Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mengalokasikan dana
sesuai dengan daftar peringkat Proyek Strategis
Nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Negara pada LMAN dengan memperhatikan
kemampuan keuangan Negara sesuai dengan ke-
tentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pendanaan pengadaan tanah dalam rangka pelak-

sanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4, dapat menggunakan
dana Badan Usaha terlebih dahulu.

Penggunaan dana Badan Usaha terlebih dahulu

sebagaimana dimaksud pada ayat {1), dapat di-

lakukan dalam hal:

a. kementerian yang memerlukan tanah tidak
memiliki anggaran, namun pembangunan
Proyek Strategis Nasional harus dilaksanakan
pada tahun yang bersangkutan; dan/atau

b. terdapat kekurangan ketersediaan anggaran
untuk pengadaan tanah guna pembangunan
Proyek Strategis Nasional.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat {2), penggunaan dapa badan usaha terlebih

dahulu juga dapat dilakukan dalam hal pendan-

Business News 9042/24.9.29817

3



e

) O]

_ PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH 1 | =

(1

{2}

(3)

aan melalui LMAN belum dapat digunakan secara
efektif.

Pasal 6

Dana pengadaan tanah bagi pembangunan Bend-
ungan yang diperoleh terlebih dahulu dari Badan
Usaha hanya dapat dipergunakan untuk pem-
bayaran besaran dalam bentuk ganti rugi atas
tanah, bangunan dan tanaman, serta benda lain
yang berkaitan dengan tanah.

Biaya operasional dan biaya lain yang dikeluarkan
untuk pengadaan tanah selain digunakan untuk
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dibebankan pada anggaran pendapatan dan be-
lanja Negara dan sesuai dengan ketentuan per-
aturan perundang-undangan.

Penggunaan dana pengadaan tanah bagi pemban-
gunan Bendungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan berdasarkan rencana penggu-
naan dana pengadaan tanah dan jadual pelaksa-
naan kegiatan pengadaan tanah.

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

(1)

(2)

prosedur pengajuan usulan penggunaan dana
badan usaha terlebih dahulu untuk pengadaan ta-
nah bagi pembangunan Bendungan;

kesepakatan bersama;

perjanjian kerjasama;

pencairan dana Badan Usaha terlebih dahulu un-
tuk pengadaan tanah; dan

pembayaran pengembalian dana pengadaan ta-
nah kepada Badan Usaha.

BAB II
PROSEDUR PENGAJUAN USULAN
PENGGUNAAN DANA BADAN USAHA
TERLEBIH DAHULU UNTUK PENGADAAN
TANAH BAGI PEMBANGUNAN BENDUNGAN
Pasal 8
Menteri mengajukan permohonan .persetujuan
penggunaan dana pengadaan tanah badan usaha
terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan melalui

pimpinan LMAN sebelum melakukan kesepakatan .

bersama dengan Badan Usaha.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

{1), memuat:

a. program pembangunan Bendungan termasuk
target penyelesaian pembangunan;

(1)

{2)

(3)

(4)

(8)

b. kebutuhan luas tanah yang dibutuhkan ter-
masuk untuk penyediaan area genangan yang
terdampak, lahan untuk penempatan mate-
rial bahan bendungan, tempat pernbuangan
galian, dan jalan akses menuju lokasi Bendun-
gan;

¢. lokasi Bendungan dibangun dan ruas tanah
termasuk pencantuman titik koordinat pem-
bangunan Bendungan;

d. perkiraan jumlah kebutuhan anggaran dalam
rangka pengadaan tanah bagi pembangunan
Bendungan; dan

e. identitas Badan Usaha termasuk akta pendirian
Badan Usaha, nama dan tempat kedudukan
Badan Usaha, alamat lengkap Badan Usaha,
maksud dan tujuan Badan Usaha serta status
permodalan Badan Usaha.

Pasal 9

Pimpinan LMAN melakukan penelitian atas per-

mohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan memperhatikan:

a. perkiraan jumlah kebutuhan anggaran dalam
pengadaan tanah bagi pembangunan Bendun-
gan;

b. ketersediaan dana ganti kerugian pada LMAN;
dan

c. perkiraan kemampuan keuangan Negara.

Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pimpinan LMAN dapat berkoordi-

nasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyedi-

aan Infrastruktur Pricritas.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disetujui, Pimpinan LMAN :

a. menyampaikan persetujuan secara tertulis ke-
pada Menteri dengan tembusan kepada Direk-
torat Jenderal Anggaran dan Menteri Koordi-
nator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim
Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan In-
frastruktur Prioritas; dan -

b. menganggarkan kebutuhan dara untuk
pengembalian dana Badan Usaha sasuai den-
gan ketentuan peraturan perundang-undan-
gan.

Dalam hal permochonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak disetujui, Pimpinan LMAN
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(1

(2)

(3)

{1)

menyampaikan jawaban secara tertulis yang
dilengkapi dengan alasannya kepada Menteri pal-
ing lambat 30 {tiga puluh) hari kerja sejak permo-
honan diterima lengkap.

BAB Il
KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 10
Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 9 ayat {4} huruf a, Menteri
membuat kesepakatan bersama dengan Pimpi-
nan Badan Usaha yang sudah ditetapkan sebagai
pelaksana pembangunan Bendungan.
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat mendelegasikan kewenangan penandatan-
ganan kesepakatan bersama kepada Direktur
Jenderal Sumber Daya Air.
Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
{1), merupakan Badan Usaha yang mendapatkan
kuasa untuk bertindak atas nama kementerian
dalam rangka pendanaan pengadaan tanah bagi
pembangunan Bendungan.

Pasal 11

Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud

dalam Pasa! 10, paling sedikit memuat:

a. Pembukaan yang terdiri dari :

Judul;

Waktu dan tempat kesepakatan;

. ldentitas Para Pihak;

Dasar Pembuatan;

Maksud dan Tujuan; dan

. Ruang Lingkup.

b. pelaksanaan kesepakatan bersama;

c. tugas dan tanggung jawab para pihak yang
ada didalam kesepakatan bersama;

d. besaran biaya dana {cost of fund) yang men-
jadi dasar dari perjanjian antara Kepala Satker
dengan Badan Usaha yang memuat keteran-
gan mengenai hal yang akan disepakati dalam
kesepakatan bersama berupa luas tanah, lo-

“kasi, dan dana yang akan dibutuhkan untuk
pengadaan tanah bagi pembangunan Bendun-
gan;

e. Jangka Waktu Kesepakatan bersama berlaku
untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditan-
datangani para pihak;

. berakhirnya kesepakatan bersama;

g. penutup paling sedikit terdiri atas:

SRCHRENte B 4=

{2)

(1)

(2)

(3)

(n

1. pengaturan lebih lanjut terhadap hal yang
belum diatur dalam kesepakatan bersama;
2. pernyataan banyaknya dokumen rangkap
kesepakatan bersama; dan
3. penandatanganan.
Ketentuan mengenai format kesepakatan ber-
sama sebagaimana dimaksud pada avat (1}, ter-
cantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 1V
PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 12

Berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11, Menteri membuat per-

janjian kerjasama dengan Pimpinan Badan Usaha
yang sudah ditetapkan sebagai Pelaksana Pem-
bangunan Bendungan.

Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mendelegasikan kewenangan penandatanganan

perjanjian kerjasama kepada Kepala Satker.

Dalam hal Pimpinan Badan Usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menandatan-

gani Perjanjian Kerjasama, Pimpinan Badan Usaha
dapat mendelegasikan kewenangan penandatan-

ganan kepada: . ,

a. pimpinan Badan Usaha yang namanya tercan-
tum dalam akta pendirian atau perubahannya;
atau

b. pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Badan
Usaha setelah memperoleh persetujuan dari
rapat umum pemegang saham untuk mewaki-
li Badan Usaha yang dibuktikan dengan surat
kuasa atau keputusan para pemegang saham
RUPS.

Pasal 13

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12, paling sedikit memuat:
a. pernyataan kesepakatan para pihak;
b. dasar hukum perjanjian kerjasama;
c. pelaksanaan perjanjian kerja sama;
d. pengertian;
e. maksud dan tujuan;
f. ruang lingkup;
g. pelaksanaan perjanjian kerjasama;
h. tugas dan tanggung jawab para pihak;
i. perkiraan jumlah kebutuhan dana yang dis-

etujui untuk dibayarkan terlebih dahulu oleh
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“badan usaha kepada pihak yang berhak ber-
Y/ dasarkan hasil audit dari Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan;

- - tuk pengadaan tanah;
k. mekanisme pembayaran ganti kerugian oleh
il
2§ “g‘ ’?ﬁ!ﬂ!n Ussha kepada pihak yang berhak;
S| Wakhbrnya perianjian kerjasama;
nhpunbwﬁfan pengembalian dana pengadaan
i ." tanah kepada Badan Usaha;

=
C\.

_,.15. y’anvalhatan perselisihan antara Kepala Sat-

ker dengan Pimpinan Badan Usaha;
o. kaadaan kahar;
Ol- Mbahan perjanjian; dan
95 penutup.
521 ]'di';lr&nan kerjasama sebagalmana dimaksud pada
;. uayat (1) berakhir dalam hal:

'::-:misme pendanaan oleh badan usaha un- |

uil it‘lmlih dana yang tercantum dalam surat per- .

janjian kefjasama sudah habis digunakan un-
fuk pengadaan tanah;

darla yang sudah digunakan untuk pengadaan
lan!h telah dikembalikan secara keseluruhan

“’5

Hhh tersedia dana ganti kerugian pada LMAN
* “idan dapat efektif digunakan untuk pengadaan
_ tansh; atau
d. Hrj#dinva perubahan kebijakan Pemerintah.
13) /Ketsntuan mengenai format perjanjian kerjasama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
‘dalam Lampiran [l yang merupakan bagian tidak
. iterpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

naan pengadaan tanah bagi proyek strategis nasi-
onal dan pengelolaan aset hasil pengadaan tanah
oleh lembaga manajemen aset negara.

Pasal 15
Selain menandatangani kesepakatan bersa-

ma dan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud |

dalam Pasal 10 dan Pasal 12, Kepala Satker bertugas:
a. melakukan konfirmasi ketersediaan anggaran
dana pengadaan tanah untuk pembangunan
Bendungan kepada LMAN;

membuat dan menandatangani amandemen ke-
sepakatan bersama dan perjanjian penggunaan
dana untuk pembangunan Bendungan;
memantau kepastian ketersediaan dana yang
disediakan oleh Badan Usaha untuk pengadaan
tanah bagi pembangunan Bendungan atau aman-
demen kesepakatan bersama dan perjanjian ker-
jasama penggunaan dana untuk pengadaan tanah
bagi pembangunan bendungan;

memantau kepastian penggunaan dana Badan
Usaha terlebih dahulu tersebut hanya untuk pem-
bayaran ganti rugi pengadaan tanah;

| e. memantau realisasi pembayaran dana terlebih
dahulu yang telah dikeluarkan oleh Badan Usaha |

. f.  menandatangani

t1l Bafdalarkan perjanjian kerjasama sebagaimana '

dimaksud dalam Pasal 13, Menteri, Pimpinan
s Badan Usaha dan Pimpinan LMAN membuat Nota

-';-_Z--_.‘; 'Ifﬂipahman yang memuat mekanisme pem-
. “ bayaran pengembalian dana dari LMAN kepada
Badan Usaha dengan nilai sebesar sebagaimana |

3 tercantum dalam perjanjian kerjasama dan adden-
< dumnya.

(2F Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- .dapat mendelegasikan kewenangan penandatan-

N,

by ),
"r

’ 'A-

FL
i

, .- @anan Nota Kesepahaman dengan Pimpinan

* “Badan Usaha dan Pimpinan LMAN.
{31 Pelaksanaan Nota Kesepahaman dan rincian
N\ !_'ntten muatan yang tercantum dalam Nota Ke-

| = sepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat |

" (1) dilaku' n sesuai dengan ketentuan peraturan
o #D_C_fyl‘l-ﬂal'li indangan mengenai tata cara penda-

Hmziwu ‘wws 43,

berdasarkan Surat Perintah Pembayaran oleh PPK
Pengadaan Tanah;

surat permohonan verifikasi
penggantian dana pengadaan tanah Badan Usaha
terlebih dahulu yang disampaikan kepada Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

g. membuat laporan pelaksanaan pengadaan tanah
kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air setiap
akhir bulan; dan
menandatangani Surat Penagihan Penggantian

Dana pengadaan tanah Badan Usaha terlebih da-
hulu kepada LMAN.

BAB V
PENCAIRAN DANA BADAN USAHA TERLEBIH
DAHULU UNTUK PENGADAAN TANAH

Pasal 16
(1) Berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10, Menteri memberi-
kan rekomendasi secara tertulis kepada Menteri
Keuangan untuk menetapkan PPK Pengadaan ta-
nah.
PPK Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan.

(2)

TR T
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(3)

|4

(1}

L (2)

{3)

{4)

| (5)

{6)

{1

PPK Pengadaan tanah sebagaimanha dimaksud

pada ayat (2), bertugas:

a. melakukan pengujian dan penelitian data su-
rat validasi pembayaran ganti kerugian pen-
gadaan tanah dari Pelaksana Pengadaan Ta-
nah;

b. mengajukan usulan pembayaran ganti keru-
gian pengadaan tanah kepada Kepala Satker;
dan ‘

c. melaksanakan pengadaan aset pengganti,
dalam hal ganti kerugian berupa selain uang.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), tugas PPK Pengadaan Tanah dilakukan ses-

uai dengan ketentuan peraturan perundang-un-

dangan.

Pasal 17

PPK Pengadaan Tanah membuat usulan pem- |

bayaran ganti kerugian pengadaan tanah kepada
Kepala Satker berdasarkan jadual pengadaan ta-

nah dan hasil validasi tanah dari Pelaksana Pen- |
gadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pas- |

al 16.

Berdasarkan usulan pembayaran ganti kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Satker membuat surat kepada Badan Usaha un-
tuk dilakukan pembayaran terlebih dahulu kepada
yang berhak.

Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pal- |

ing sedikit memuat pihak yang berhak menerima

ganti kerugian, nilai nominal ganti kerugian, dan |
jadual pemindahbukuan pembayaran ganti keru- |

gian.
Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
{2), harus membuka rekening khusus (zero ac-

‘count) atas nama Badan Usaha.

Rekening khusus {zero account) sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), digunakan untuk me-
nampung dana sesuai dengan ketentuan dalam
perjanjian penggunaan dana Badan Usaha terlebih
dahulu untuk pengadaan tanah bagi pembangu-
nan Bendungan.

Badan Usaha harus menyampaikan salinan rek-
ening koran atas rekening khusus {zero account)
sebagaimana dimaksud pada ayat (b} setiap 1
(satu) bulan sekali kepadaKepala Satker dengan
tembusan kepada Kepala Pusat Bendungan.

Pasal 18
Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud dalam

(2)

(3)

(4)

(5)

. (6)

(7)

(1

(2)

(3

Pasal 17, dalam jangka waktu paling lambat 7
(tujuh) hari kerja Badan Usaha melakukan pem-
bayaran ganti kerugian pengadaan tanah kepada
yang berhak.

‘Pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah se-

bagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan cara menyalurkan langsung pembayaran
ganti kerugian pengadaan tanah melalui pemin-
dahbukuan pembayaran kepada rekening bank
atas nama pihak yang berhak.

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua)
hari kerja sebelum tanggal pembayaran.
Penyaluran langsung pembayaran melalui pemin-
dahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat
{3), dilakukan sesuai dengan nilai nominal yang
tertera pada surat permintaan pembayaran ganti
kerugian pengadaan tanah kepada Badan Usaha.
Penyaluran langsung pembayararn sebasar nilai
nominal sebagaimana dimaksud pada ayat {4),
disertai dengan penandatanganan kuitansi pem-

bayaran ganti keruglan oleh plhak yang berhak

kepada Badan Usaha.

Pembayaran ganti keruglan kepada plhak vang

berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), di-
berikan tanpa ada potongan dan bunga.

Dalam hal terdapat bunga yang berasal dari trans-
aksi penyaluran pembayaran sebagaimana dimak-
sud pada ayat (6), bunga tersebut menjadi hak
milik Badan Usaha.

Pasal 19
Dalam hal pihak yang berhak menerima pem-
bayaran ganti kerugian tidak diketahui ke-
beradaannya, Badan Usaha membuat surat pem-
beritahuan kepada Kepala Satker memuat:
a. daftar pihak yang berhak dan tidak diketahui
keberadaannya; dan
b. nilai nominal ganti kerugian yang berhak mer-
eka terima.’ ;
Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, Kepala Satker membuat:
a. surat permintaan penitipan pembayaran ganti
kerugian untuk pengadaan tanah ke pengadi-
lan negeri setempat kepada Badan Usaha; dan
b. surat pengantar penitipan pembayaran ganti
kerugian kepada Kepala Pengadilan Negeri se-
tempat yang memuat ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan surat Kepala Satker sebagaimana di- |
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maksud pada ayat ’(2), Badan usaha melakukan |

pemindahbukuan pembayaran ganti kerugian ke-

- pada Kepala Pengadilan Negeri setempat.

(4)

{1

(2)

{1)

(2)

Berdasarkan pemindahbukuan pembayaran ganti
kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Kepala Pengadilan Negeri setempat melalui Pani-
tera Pengadilan Negeri menandatangani kuitansi
pembayaran ganti kerugian atas nama Kepalé
Satker

Pasal 20

Dalam hal pemindahbukuan pembayaran ganti

kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan

Bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18 dan Pasal 19 sudah disalurkan ke rekening

bank atas nama pihak yang berhak, Badan Usaha

harus menyampaikan laporan secara tertulis ke-

pada Kepala Satker dengan tembusan kepada Di-

rektur Jenderal Sumber Daya Air.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat: ‘

a. kuitansi pembayaran ganti kerugian yang telah
ditandatangani oleh pihak yang berhak dan
perwakilan dari Badan Usaha yang melakukan
pemindahbukuan pembayaran ganti kerugian
pengadaan tanah untuk- pembangunan Bend-
ungan kepada pihak yang berhak;

b. rekapitulasi jumlah besaran nominal yang su-
dah dibayarkan per-transaksi pemindahbuku-
an pembayaran ganti kerugian pengadaan ta-

nah untuk pembangunan Bendungan kepada |

pihak yang berhak; dan
c. proses pelaksanaan pemindahbukuan pem-
bayaran ganti kerugian pengadaan tanah un-
tuk pembangunan Bendungan yang telah di-
lakukan.
BAB VI
PEMBAYARAN PENGEMBALIAN DANA
PENGADAAN TANAH KEPADA BADAN USAHA
Pasal 21
Badan usaha mengajukan permohonan secara
tertulis permohonan pembayaran pengembalian
dana Badan Usaha yang digunakan terlebih dahu-
lu kepada Kepala Satker setelah proses pelepas-
an hak objek pengadaan tanah atas bidang atau
sekelompok bidang selesai. ; :
Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) atas nama Menteri, mengajukan permohonan
pembayaran pengembalian dana kepada Pimpi-
nan LMAN. ‘

(3)

(1)

{2)

{n

{2)

(1)

F:engajuan permohonan pembayaran pengem-
balian dana sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
sekaligus disertai dengan pengajuan permohonan
penggunaan sementara atas aset hasil pengadaan
tanah yang akan digunakan untuk pembangunan .
Bendungan.

Pasal 22

Permohonan pembayaran pengembalian dana

badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21 ayat (2), paling sedikit memuat:

a. identitas Badan Usaha termasuk akta pendirian
Badan Usaha, nama dan tempat kedudukan
Badan Usaha, alamat lengkap Badan Usaha,
maksud dan tujuan Badan Usaha serta status
permodalan Badan Usaha;

b. rincian dan jumlah uang ganti kerugian pen-
gadaan tanah; dan

c. objek pengadaan tanah.

Rincian detail isi permohonan pembayaran

pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) beserta kelengkapan data pendukungnya
sebagaimana tercantum dalam peraturan péerun-
dang-undangan mengenai tata cara pendanaan
pengadaan tanah bagi proyek strategis nasional |
dan pengelolaan aset hasil pengadaan tanah oleh
lembaga manajemen aset negara.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23
Pengawasan atas pelaksanaan pengadaan tanah
dalam rangka pembangunan Bendungan dilaku-
kan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pem-
bangunan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pem-
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat {1), |
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ter- |
cantum dalam peraturan perundang-undangan ‘
mengenai tata cara pendanaan pengadaan tanah
bagi proyek strategis nasional dan pengelolaan ‘
aset hasil pengadaan tanah oleh lembaga manaje-
men aset negara.

Pasal 24
Dalam hal Badan Usaha yang telah ditetapkan
sebagai pelaksana utama (lead firm) pembangu-
nan Bendungan tidak dapat menggunakan dana
Badan Usahanya terlebih dahulu, Menteri dapat |
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menunjuk salah satu Badan Usaha yang terikat

dalam kontrak pekerjaan pembangunan Bendun-

gan yang sama.

Penunjukan Badan Usaha oleh Menteri seb-

agaimana dimaksud pada ayat {2), dilakukan

dalam hal:

a. Badan Usaha pelaksana utama {lead firm) ti-
dak dapat melaksanakan pengadaan tanah
untuk pembangunan Bendungén; atau

b. pembangunan Bendungan harus dilaksanakan
pada tahun yang bersangkutan. 3

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangu-

nan Bendungan oleh Badan Usaha lain yang di-

tunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada

ayat {1), dilakukan sesuai dengan ketentuan yang

tercantum dalam BAB Il sampai dengan BAB V

Peraturan Menteri ini serta sesuai dengan keten-

tuan peraturan perundang-undangan. .

L (2)

(3)

Pasal 25
Kepala Satker atas nama Menteri menyerahkan
hasil pengadaan tanah kepada Pimpinan LMAN.
Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dituangkan dalam berita acara penyerahan
hasil pengadaan tanah paling lambat 3 (tiga) hari
kerja sebelum dilaksanakannya pembayaran ganti
kerugian oleh L MAN kepada Badan Usaha.
Berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum
dalam Lampiran lll yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .

m

(2)

(3)

Pasal 26 )
Dalam hal tefdapat retur atas pembayaran uang
ganti kerugian, Kepala Satker melalui PPK Pen-
gadaan Tanah wajib mengembalikan retur uang
ganti kerugian ke rekening utama Badan Usaha
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

m

{2)
uang ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus disertai dengan tanda terima dari
Badan Usaha yang menerima.

Pasal 27
Dalam hal biaya ganti rugi Pengadaan Tanah
ternyata terdapat kelebihanatau kekurangan alokasi
pendanaan dari prakiraan Pengadaan Tanah yang
menggunakan dana Badan Usaha terlebih dahulu, PPK
Pengadaan Tanah melalui Kepala Satker memberita-
hukan hal tersebut secara tertulis kepada Menteri

Penyerahan pengembalian retur atas pembayaran |
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cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Air dan Menteri
Keuangan melalui Pimpinan LMAN untuk dilakukan
amandemen kesepakatan bersama dan perjanjian ker-
jasama penggunaan dana untuk pembangunan Bend-
ungan.

BAB VIl
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28
Pembangunan Bendungan yang termasuk
dalam daftar Proyek Strategis Nasional sesuai den-
gan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor &
Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional yang pengadaan tanahnya belum
terselesaikan atau sedang dalam proses penyelesaian,
tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ter-
cantum dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2017
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 April 2017
DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
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